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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI DPR-RI

(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN KESENIAN)

===========================================================
Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan :   III (Tiga)
Rapat Ke :   12 (Duabelas)
Sifat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Kerja.
Dengan : Menteri Pendidikan Nasional RI.
Hari/Tanggal           : Senin, 5 Februari 2007
Pukul : 19.20 –  23.25 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI  DPR-RI.
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja/Wk. Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat : H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara : Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 29 Januari 2007,

dengan agenda rapat;
 1.  Pembahasan mengenai penuntasan Program

Wajib Belajar (Sistem Pelaksanaan BOS, BOS
Buku, dan BOM);

2. Pembahasan mengenai regulasi soal pembagian
tugas dan wewenang antara Pusat dan Daerah
untuk penuntasan perbaikan /pembangunan
gedung sekolah;

3. Lain-lain
Hadir :   39 orang dari 48 Anggota  Komisi X DPR RI DPR-RI
Hadir Pemerintah : Menteri Pendidikan Nasional RI beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI DPR-RI dibuka pukul 19.20 WIB oleh Wakil
Ketua Komisi X DPR RI DPR-RI, Drs. Abdul Hakam Naja , setelah kuorum
tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. Rapat Kerja diawali dengan memberikan kesempatan kepada Menteri
Pendidikan Nasional untuk memberi penjelasan terhadap pertanyaan Rapat
Kerja pada tanggal 29 Januari 2007. Setelah dilakukan pendalaman materi
yang berupa pertanyaan, masukan dan saran-saran dari Anggota Komisi X
DPR-RI maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/kesepakatan
sebagai berikut :

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan proses
sertifikasi guru secara baik pada tahun anggaran 2007  dengan landasan
hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yang harus
dikonsultasikan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
aspek yuridisnya dan Menteri Keuangan untuk aspek fiskalnya, sebelum
ada Peraturan Pemerintah tentang Guru.
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2. Hal-hal yang berkaitan dengan Penuntasan Wajib Belajar dibahas  dalam
Rapat Kerja berikutnya dengan Menteri Pendidikan Nasional.

III. Rapat ditutup  pada pukul  23.25 WIB

                        Jakarta, 5  Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd

PROF.DR. BAMBANG SUDIBYO,M.B.A.

    PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
    WAKIL KETUA,

ttd

   DRS. ABDUL HAKAM NAJA


